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Dalam penyelenggaraan Pembangunan. Pcrencanaan mcrupakan salah satu 

faktor yang sangat menentukan Keberhasilan Pembangunan sehingga dalam 

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan sesuai 

dengan asas kesatuan vlilayah. Percncanaan Pembangunan Nasional sehingga 

dalam rangka penyelenggaraan Pemcrintahan Dacrah, disusun Perencanaan 

Pcmbangunan Dacrah scbagai satu kesatuan Pembangunan Nasional. Perencanaan 

Pembangunan Dacrah disusun oleh Pemerintah daerah. baik Provinsi, maupun 

Kabupaten/Kota sesuai dengan kcwenangannya masing-masing. Tugas 

pcnyusunan rencana pcmbangunan daerah ini. dilakukan oleh Badan Perencanaan 

Pcmbangunan Daerah (BAPPEDA). 

Perencanaan Pembangunan Daerah disusun secara berjangka, yang 

meliputi sebagai berikut: 

I .  Rcncana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP), dengan 

jangka waktu dua pulub lima tahun. memuat visi, misi dan arah 

Pembangunan daerah yang mcngacu pada RPJP. 

2. Rcncana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM), 

dengan jangka waktu lima tahun, merupakan peajabaran dari 

visi, misi dan program Kepala Daerah, yang penyusunannya 
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berpedoman kepacla RPJP Oacrah dengan mempcrhatikan RPTh1 

Nasional. 

3. Rencana Pembangunan Jangka Pendek Daerah (RPJP). dcngan 

jangka "aktu saru tahun. memuat startegi pcmbangwian daerah. 

kebijakan umwn dan program saruan kerja Pcrangkat Dacrah, 

dan Pt0!,'fllll1 ke W ilayahan. 

4. Rcncana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dengan jangka 

v.aktu satu tahun. yang mcmuat kerangka Ekonomi Oaerah. 

prioritaS Pembangunan Daerah. rcncana kerja dan 

pendanaannya, baik yang dilaksanakan Pemcrintah Dacrah 

maupun ditcmpuh dengan mendorong partisipasi mas)arakat 

mengacu dcngan Rencana Kerja Pemerintah.1 

Dalam Perencnnaan Pcmbangunan Dacrah didasarkan pada data dan 

informasi yang akurat agar dapat dipcnanggung jawabk.an, data dao 

informasi yang dinial..sud mencakup scpcrti. Penyelenggaran Pemerintahan 

daeroh, Organisasi dan tata laksana Pcmcrintah Daerah, Kepala claerah serta 

Perangkat dacrah. Keuangan clacrah, Potensi swnber daya claeralt. Produk 

hukum dacrah, Kependudukan, Informasi dasar kewilayahan dan informasi 

bm yang menyangJ...-ut penyelenggaraan Pcmerintah Dacrah.2 

Pembangunan Nasional yang dilaksanakan oleh Pemerintah dan 

Cl3.Syarakal diberbagai bidang, mcrupakan usaha untuk dapat 

' Prof. H. Rozali Abdullah,SH. Pelaksanoon Otonoml Luos �ngon Pemillhon Kepo/o 

Clom1h S«ora Langsvng, Pl Raia Grafindo persada. Jakarta 2003, hal.161 

' Andi Mustar Pld�. SH.MH. Otonomi Doeroh, Bina Aksara, Jakarta, 1984,hal.28 
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